Usai Kalah Praperadilan,
Hasto akan Segera Dipanggil
KPK
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ORINEWS.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan
kembali melakukan panggilan dan pemeriksaan terhadap
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (HK)
sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan
penyidikan.

Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya
akan kembali memanggil Hasto sebagai tersangka apabila
penyidik sudah menganggap bahwa seluruh saksi dan alat bukti
dalam rangka pemenuhan unsur perkara telah terpenuhi.

“Maka saudara HK tentunya akan dipanggil sebagai tersangka
nanti ya,” kata Tessa kepada wartawan, Jumat 14 Februari 2025.

Tessa pun menyampaikan ucapan syukur lantaran Pengadilan
Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan tidak dapat menerima
permohonan praperadilan yang diajukan Hasto. Bahkan,
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permohonan praperadilan Hasto dianggap kabur atau tidak jelas.

“Yang pertama, tentunya kita patut bersyukur
alhamdulillahirrobilalamin kepada Allah SWT atas putusan Hakim
praperadilan tersangka HK yang menurut kami sudah sesuai,
sudah objektif sebagaimana yang rekan-rekan maupun masyarakat
saksikan persidangannya beberapa hari ini,” kata Tessa.

Tessa menjelaskan, KPK selalu berpedoman dengan prosedur dan
aturan hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang menjadi
tersangka, termasuk di perkara suap terkait pergantian
antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024
maupun perkara perintangan penyidikan.

“Ke depan tentunya proses penyidikan ini akan tetap terus
berjalan sesuai dengan fokus pemenuhan unsur perkara tersebut
yang akan dilakukan oleh penyidik,” pungkas Tessa.

Pada Kamis 13 Februari 2025, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan,
Djuyamto telah membacakan putusan atas permohonan praperadilan
yang diajukan Hasto melawan KPK. Dalam putusannya, Hakim
Djuyamto menerima eksepsi yang diajukan pihak KPK.

“Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas.
Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat
diterima,” kata Hakim Djuyamto saat membacakan amar putusan,
Kamis sore, 13 Februari 2025.

Permohonan tidak dapat diterima itu dikarenakan 2 perkara
pidana dijadikan 1 permohonan praperadilan. Seharusnya,
masing-masing perkara diajukan terpisah dalam permohonan
praperadilan.

“Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan
pemohon seharusnya diajukan dalam 2 permohonan praperadilan,
bukan dalam 1 permohonan. Menimbang, bahwa dengan demikian
permohonan pemohon yang menggabungkan sah atau tidaknya 2
surat perintah penyidikan atau sah tidaknya penetapan
tersangka dalam 1 permohonan harusnya dinyatakan tidak



memenuhi syarat formil permohonan praperadilan. Maka terhadap
eksepsi termohon beralasan hukum dan patut dikabulkan,”
pungkas Hakim Djuyamto.[]



